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Abstract
The purpose of this study was to analyze the influence of population, income per capita, inflation and the number 
of Trade Permit toward billboard tax revenue in Purbalingga. The results of this study is expected to provide 
benefit and input to the Local Government of Purbalingga, especially Departement of management of financial 
income and regional asset. Analysis tool used is multiple linear regression (Multiple Linear Regression Method) 
by the method of least squares Ordinary Least Square (OLS). Jointly test results showed that overall independent 
variables (population, income per capita, inflation, and the number of trade permit) together to show their effects 
on the billboard tax revenue. Adjusted R-Squared value of 0,951, which means 95,1 percent of the four independent 
variables. While the remaining 4,9 percent is explained by other causes outside the model. The results showed 
that the per capita income variable and the number of trade permit have a significant positive effect, the inflation 
variable has a significant negative effect, whereas a number of population variable have a positive effect which is 
not significant at α = 5 percent of tax revenue in Purbalingga billboard.
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, 
inflasi dan jumlah surat ijin usaha perdagangan (SIUP) terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten 
Purbalingga. Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
khususnya Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan ada 
pengaruh secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah surat 
ijin usaha perdagangan terhadap penerimaan pajak reklame. Koefisien determinasi 95,1% dapat dijelaskan oleh 
variabel independen terhadap variabel dependen, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang 
diteliti. Pendapatan per kapita dan jumlah surat ijin usaha berpengaruh signifikan positif, sedangkan inflasi 
berpengaruh signifikan negatif dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

Kata Kunci: pajak, reklame, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi, SIUP)
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PENDAHULUAN

Secara umum pajak adalah pungutan 
dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 
berdasarkan Undang-Undang yang bersifat 
dapat dipaksakan dan terutang oleh yang 
wajib membayarnya dengan tidak menda-
pat prestasi kembali (kontraprestasi/balas 
jasa) secara langsung, yang hasilnya digu-
nakan untuk membiayai pengeluaran. Be-
berapa macam pajak daerah yang dipungut 
oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga 
diantaranya yaitu pajak reklame, pajak res-
toran dan pajak hotel, pajak hiburan, pajak 
penerangan jalan, pajak pengambilan ba-
han galian golongan C. 

Pajak reklame bukan merupakan pa-
jak unggulan bagi penerimaan pajak daerah 
di Kabupaten Purbalingga, terlihat rata-rata 
kontribusinya per tahun hanya 342 juta ru-
piah atau 3,25 persen. Pajak Reklame adalah 
pungutan yang dikenakan terhadap peny-
elenggaraan reklame (Marihot P.Siahaan, 
2005). Pajak Reklame adalah salah satu pa-
jak daerah dan salah satu sumber pendapa-
tan asli daerah yang menunujukan posisi 
strategis dalam hal pendanaan pembiayaan 
daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) me-
nurut pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 ten-
tang pemerintah daerah adalah Pendapatan 
Asli Daerah (Hasil pajak daerah, Retribusi 
daerah, Bagian laba BUMD, dan Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah), Dana pe-
rimbangan keuangan pusat – daerah, Pinja-
man Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang sah. 

Penjelasan di atas memperlihatkan 
bahwa PAD merupakan bagian dari penda-
patan daerah yang salah satunya bersumber 
dari pajak. Pajak reklame adalah pajak atas 
penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan 
reklame adalah orang atau badan yang me-
nyelenggarakan reklame, baik untuk dan 
atas namanya sendiri atau untuk dan atas 
nama pihak lain yang menjadi tanggungan-
nya.

Pajak reklame adalah pajak daerah 
yang penerimaanya diserahkan dan digu-
nakan untuk kepentingan pemerintah da-
erah. Pajak reklame tersebut dikenakan 
terhadap objek pajak yaitu berupa reklame 

dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada 
besarnya biaya pemasangan reklame, besar-
nya biaya pemeliharaan reklame, lama pe-
masangan reklame, nilai strategis pemasan-
gan reklame dan jenis reklame (Groothuis, 
2007). Pajak Reklame dikenakan dengan 
alasan bahwa reklame dipergunakan untuk 
memperkenalkan, menganjurkan, memuji-
kan suatu barang, jasa atau orang yang di-
tempatkan atau yang dilihat, dibaca dan/
atau didengar dari suatu tempat umum, ke-
cuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 

Realisasi pajak reklame setiap tahun-
nya masih cukup kecil dibanding jenis pa-
jak lain. Hal ini membuktikan bahwa pajak 
reklame bukan merupakan pajak unggulan 
di Kabupaten Purbalingga, tetapi cukup 
menarik untuk diteliti, melihat kenyataan 
di lapangan reklame banyak ditemukan 
di tempat-tempat umum, namun kontri-
businya masih relatif kecil terhadap Penda-
patan Asli Daerah, yaitu rata-ratanya hanya 
sebesar  0,58%, kenyataan ini dapat dilihat 
pada Tabel 1.

Penduduk dianggap sebagai pemacu 
pembangunan. Banyaknya jumlah pendu-
duk akan memacu kegiatan produksi, kon-
sumsi dari penduduk inilah yang akan me-
nimbulkan permintaan agregat (Seetharam, 
2012). Pada gilirannya, peningkatan kon-
sumsi agregat memungkinkan usaha-usaha 
produktif berkembang, begitu pula pereko-
nomian secara keseluruhan. Dengan adanya 
penduduk yang padat, maka kegiatan eko-
nomi akan berlangsung secara baik, jika ke-
bijakan terhadap penduduk sejalan dengan 
kebijakan di dalam suatu daerah/wilayah.

Penduduk melakukan permintaan 
atas sesuatu barang dalam rangka memenu-
hi atau memuaskan kebutuhan hidup. Se-
makin meningkat jumlah penduduk. Maka 
kebutuhan akan barang-barang pemuas 
kebutuhan akan mengalami peningkatan. 
Pertambahan jumlah penduduk yang tidak 
seiring dengan perkembangan kesempatan 
kerja, akan mengakibatkan meningkatkan 
pengangguran (Soekirno, 2004). Menurut 
Sofian (1997) penduduk merupakan salah 
satu faktor yang signifikan berpengaruh ter-
hadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame. 
Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai 
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salah satu faktor yang positif dalam mema-
cu pertumbuhan ekonomi. 

Pendapatan perkapita adalah be-
sarnya pendapatan rata-rata penduduk di 
suatu daerah tertentu. Besarnya nilai sewa 
reklame (NSR) sebagai dasar pengenaan pa-
jak reklame ditetapkan sesuai perkemban-
gan daerahnya (Waluyo dan Wirawan Ilyas, 
2003). Kondisi ini diperhitungkan men-
gikuti pertumbuhan ekonomi yang dialami 
daerah bersangkutan yang mendorong ke-
mampuan ekonomi masyarakat dan ditun-
jukkan dengan peningkatan pendapatan per 
kapita. Pendapatan per kapita menunjuk-
kan kemampuan seseorang untuk membia-
yai pengeluaran-pengeluarannya, termasuk 
membayar pajak.

Kemampuan seseorang untuk mem-
bayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, 
yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, 
dan besarnya pengeluaran konsumsi (Mat-
sumi  : 2008). Semakin tinggi tingkat pen-
dapatan, kekayaan, dan konsumsi seseo-
rang, berarti semakin tinggi kemampuan 

orang tersebut untuk membayar pajak dan 
berpengaruh positif dalam meningkatkan 
penerimaan pajak, khususnya pajak rekla-
me.

Laju inflasi yang tinggi juga akan me-
ningkatkan harga barang secara umum, 
yang dalam hal ini juga akan meningkatkan 
harga-harga dari faktor produksi yang digu-
nakan para pelaku usaha. Para pelaku usaha 
akan berusaha untuk memenuhi keperluan 
untuk proses produksinya terlebih dahulu, 
daripada menggunakan jasa reklame, maka 
dari itu inflasi berpengaruh negatif terha-
dap penerimaan pajak reklame.

Jumlah pembuatan Surat Ijin Usaha 
Perdagangan (SIUP) yang diperoleh suatu 
daerah mencerminkan banyaknya kegiatan 
usaha baik di bidang perdagangan mau-
pun jasa yang didirikan di daerah tersebut. 
Semakin banyaknya kegiatan usaha yang 
didirikan, maka terdapat kemungkinan pe-
ningkatan bagi para pendiri usaha untuk 
menggunakan jasa reklame dalam mempro-
mosikan barang atau jasa yang mereka pro-

Tabel 1. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 1995 -2010

Tahun Pajak 
Reklame

Prosentase
 Perubahan (%) PAD

Prosentase 
Perubahan 

(%)

Sumbangan 
Pajak Reklame 
terhadap PAD 

(%)
1995 96.873.400 - - - -
1996 105.893.470 9,31 - - -
1997 118.905.680 12,29 - - -
1998 98.129.770 -17,47 - - -
1999 128.785.690 31,24 - - -
2000 149.340.500 15,96 16.872.340.508 - -
2001 169.765.430 13,68 21.548.901.387 27,72 0,69
2002 174.326.780 2,69 26.891.675.980 24,79 0,65
2003 197.341.896 13,20 30.743.981.200 14,33 0,64
2004 231.650.872 17,39 36.547.882.350 18,88 0,63
2005 220.366.418 -4,87 40.755.770.201 11,51 0,54
2006 281.869.127 27,91 47.694.605.827 17,02 0,59
2007 387.681.850 37,54 52.744.391.340 10,58 0,73
2008 393.407.847 1,47 63.795.293.807 20,95 0,62
2009 365.628.920 7,06 83.177.000.901 30,38 0,43
2010 406.742.653 11,24 86.798.445.230 4.35 0,49

Sumber : DPPKAD Kabupaten Purbalingga (Data diolah)
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duksi, yang pada selanjutnya akan mening-
katkan penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan uraian permasalahan di 
atas, maka pertanyaan penelitian adalah 
apakah variabel jumlah penduduk, pen-
dapatan perkapita, laju inflasi, dan jumlah 
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) secara 
bersama sama-sama maupun secara par-
sial mempunyai pengaruh signifikan, serta 
manakah dari keempat variabel tersebut 
yang mempunyai pengaruh paling besar 
terhadap penerimaan pajak reklame di Ka-
bupaten Purbalingga periode tahun 1995 - 
2010.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang dipilih dalam penelitian 
ini adalah Kabupaten Purbalingga, dengan 
pertimbangan Kabupaten Purbalingga me-
rupakan daerah memiliki pertumbuhan 
usaha perekonomian yang sangat pesat se-
hingga berpengaruh terhadap peningkatan 
pengguna jasa reklame. Jenis data yang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder tahun 1995-2010. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi berganda, dengan 
model sebagai berikut :
Y= α+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ e……..(1)
Ln Y= α + β1Ln X1 + β2Ln X2+ β3Ln X3+ β4Ln 
X4+ e………….(2)
Dimana Y  merupakan Penerimaan pa-
jak reklame (dalam ribuan rupiah), α adalah 
konstanta, β1 adalah koefisien regresi jum-
lah penduduk, β2 adalah koefisien regresi 
pendapatan perkapita, β3 koefisien regresi 
jumlah SIUP, β4 adalah koefisen regresi in-
flasi. Untuk variabel independen meliputi 
X1 adalah variabel jumlah penduduk (dalam 
orang), X2  variabel pendapatan perkapita 
(dalam rupiah), X3 adalah variabel inflasi ( 
dalam persen ), X4= variabel jumlah SIUP 

(dalam unit), e menjelaskan variabel peng-
ganggu atau error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan metode kuad-
rat kecil biasa (OLS) dari analisis linier 
berganda, analisis data faktor yang mem-
pengaruhi penerimaan pajak reklame di Ka-
bupaten Purbalingga diperoleh nilai koefisi-
en regresi parsial pada Tabel 2.
 Dari Tabel 2, dapat diperoleh persa-
maan sebagai berikut : Ln Y = -1,057 + 0,059 
LnX1 + 0,654 LnX2 – 0,266 LnX3 + 1,744 LnX4 
+ e…………………….(3)
 (0,439) (2,829) (-2,311) (3,842)
F-hitung = 74,44 F-tabel = 3,36 t- t a -
bel = 2,18
Adj R-Squared = 0,951 n = 16 α 
 = 0,05

Keterangan dari persamaan di atas 
adalah Y merupakan penerimaan pajak rek-
lame Kabupaten Purbalingga, variabel inde-
penden meliputi X1 yaitu Jumlah Penduduk 
Kabupaten Purbalingga, X2 adalah Penda-
patan Perkapita Kabupaten Purbalingga, 
X3 merupakan tingkat inflasi di Kabupaten 
Purbalingga, dan X4 merupakan Jumlah 
SIUP.

Jumlah Penduduk
Dari hasil penelitian, variabel jum-

lah penduduk diperoleh nilai thitung sebesar 
0,439, sedangkan ttabel sebesar 2,18. Hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk 
berpengaruh positif tetapi tidak signifi-
kan terhadap penerimaan pajak reklame 
di Kabupaten Purbalingga, karena nilai thi-

tung lebih kecil dari ttabel  0,439  <   2,18  . Se-
dangkan nilai koefisien regresinya sebesar 
0,0595, berarti bahwa setiap ada kenaikan 
jumlah penduduk sebesar 1 persen dan va-

Tabel 2.  Hasil Regresi Linear Berganda
Variabel Koefisien t hitung Signifikasi
Konstanta -1,054779 -0,522417 0,0412
Jumlah Penduduk 0,059563 0,439332 0,4247
Pendapatan Perkapita 0,654308 2,829093 0,6117
Inflasi -0,266045 -2,311099 0,0027
Jumlah SIUP 1,744270 3,842572 0,6689

Sumber : Output Eviews 4.0 data diolah
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riabel yang lain tetap (ceteris paribus) maka 
penerimaan pajak reklame Kabupaten Pur-
balingga akan mengalami kenaikan sebesar 
0,05 persen.

Secara parsial, jumlah penduduk ber-
pengaruh positif namun tidak signifikan. 
Hal tersebut, tidak sesuai dengan teori, 
hipotesis dan temuan dari Nurmayasari 
(2010) dan Istianto (2011) yang menunjuk-
kan adanya pengaruh yang positif signifikan 
dari jumlah penduduk terhadap peneri-
maan pajak reklame.

Penduduk sebagai konsumen barang 
dan jasa tentu saja membutuhkan informa-
si mengenai produk atau komoditi barang 
dan jasa, oleh karena itu produsen sebagai 
penyedia barang dan jasa akan memberikan 
informasi sejelas mungkin mengenai ba-
rang dan jasa yang mereka tawarkan kepa-
da penduduk sebagai konsumen, salah satu 
media promosi yang cukup efektif saat ini 
adalah reklame. Namun peningkatan jum-
lah penduduk di Kabupaten Purbalingga 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pe-
ningkatan penerimaan pajak reklame, dika-
renakan pertumbuhan usaha-usaha pereko-
nomian lebih tinggi daripada pertumbuhan 
penduduk Kabupaten Purbalingga selama 
kurun waktu penelitian, sehingga penggu-
naan jasa reklame sangat dipengaruhi oleh 
pertumbuhan usaha-usaha perekonomian 
di Kabupaten Purbalingga.

Pendapatan Perkapita
Dari hasil penelitian, variabel penda-

patan perkapita diperoleh nilai thitung sebesar 
2,829 sedangkan ttabel sebesar 2,18. Hal ini 
menunjukkan bahwa pendapatan perkapi-
ta berpengaruh positif signifikan terhadap 
penerimaan pajak reklame di Kabupaten 
Purbalingga, karena nilai thitung lebih besar 
dari ttabel    2,829  >   2,18  . Sedangkan nilai 
koefisien regresinya sebesar 0,654, berar-
ti bahwa setiap ada kenaikan pendapatan 
perkapita Kabupaten Purbalingga sebesar 1 
persen dan variabel yang lain tetap (ceteris 
paribus) maka penerimaan pajak reklame 
Kabupaten Purbalingga akan mengalami 
kenaikan sebesar 0,654 persen.

Salah satu faktor penting untuk men-
getahui kondisi ekonomi di suatu wilayah 

tertentu dalam suatu periode tertentu dapat 
ditunjukkan oleh data pendapatan perka-
pita daerah tersebut. Apabila nilai penda-
patan perkapita mengalami peningkatan 
maka akan membawa pengaruh positif pada 
kenaikan penerimaan daerah. Semakin 
tinggi pendapatan seseorang maka akan 
semakin tinggi pula kemampuan sesorang 
untuk membayar berbagai pungutan yang 
ditetapkan pemerintah, sehingga semakin 
tinggi pula kemampuan masyarakat daerah 
tersebut untuk membayar pajak daerah 
yang digunakan untuk membiayai pengelu-
aran rutin dan pengeluaran pembangunan 
pemerintah (Mardiasmo, 1995).

Pendapatan perkapita adalah salah 
satu indikator untuk mengukur kesejahte-
raan rakyat di suatu wilayah tertentu. Sema-
kin tinggi pendapatan perkapita suatu wila-
yah, maka semakin tinggi pula kemampuan 
penduduk dalam hal pembayaran, termasuk 
juga dalam pembayaran atas pelaksanaan 
pajak reklame.

Secara parsial, pendapatan perkapita 
berpengaruh positif signifikan. Hal terse-
but, sesuai dengan teori dan hipotesis yang 
menyebutkan bahwa pendapatan perkapita 
berpengaruh postif dan signifikan terhadap 
penerimaan pajak reklame di Kabupaten 
Purbalingga. Hal ini seiring dengan temu-
an Dini Nurmayasari (2010) dan Donna Dwi 
Istianto (2011) yang menunjukkan adanya 
pengaruh yang positif signifikan pendapa-
tan perkapita terhadap penerimaan pajak 
reklame.

Inflasi
Dari hasil penelitian, variabel laju 

inflasi diperoleh nilai thitung sebesar -2,311 
sedangkan ttabel sebesar -2,18. Hal ini me-
nunjukkan bahwa laju inflasi berpengaruh 
negatif signifikan terhadap penerimaan 
pajak reklame di Kabupaten Purbalingga, 
karena nilai thitung lebih besar dari ttabel  2,311  
<   2,18  Sedangkan nilai koefisien regresinya 
sebesar -0,266, berarti bahwa setiap ada 
kenaikan inflasi sebesar 1 persen dan varia-
bel yang lain tetap (ceteris paribus) maka 
penerimaan pajak reklame Kabupaten Pur-
balingga akan menurun sebesar 0,26 persen. 
Sebaliknya, jika laju inflasi turun sebesar 1 
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persen maka akan menaikkan penerimaan 
pajak reklame sebesar 0,26 persen.

Secara parsial, inflasi berpengaruh ne-
gatif signifikan terhadap penerimaan pajak 
reklame. Hal ini menunjukkan bahwa jika 
laju inflasi semakin tinggi, maka harga seca-
ra umum juga akan naik, yang dalam hal ini 
juga akan meningkatkan harga-harga dari 
faktor produksi yang digunakan para pela-
ku usaha. Para pelaku usaha akan berusaha 
untuk memenuhi keperluan untuk pro-
ses produksinya terlebih dahulu, daripada 
menggunakan jasa reklame untuk memp-
romosikan hasil produksinya, maka dari itu 
inflasi berpengaruh negatif terhadap pene-
rimaan pajak reklame.

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi 
berpengaruh negatif signifikan terhadap 
penerimaan pajak reklame. Hal ini seiring 
dengan temuan Hadi Sasana (2005) yang 
menunjukkan adanya pengaruh yang ne-
gatif signifikan laju inflasi terhadap peneri-
maan pajak reklame.

Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan 
(SIUP) 

Dari hasil penelitian, variabel jumlah 
SIUP diperoleh nilai thitung sebesar 3,842 se-
dangkan ttabel sebesar 2,18. Hal ini menun-
jukkan bahwa jumlah SIUP berpengaruh 
positif signifikan terhadap penerimaan pa-
jak reklame di Kabupaten Purbalingga, ka-
rena nilai thitung lebih besar dari ttabel 3,842 >  
2,18  . Sedangkan nilai koefisien regresinya 
sebesar 1,744 berarti bahwa setiap ada ken-
aikan jumlah pembuatan SIUP sebesar 1 
persen dan variabel yang lain tetap (ceteris 
paribus) maka penerimaan pajak reklame 
Kabupaten Purbalingga akan mengalami 
kenaikan sebesar 1,744 persen. Nilai koe-
fisien tersebut paling tinggi dibandingkan 
nilai koefisien variabel lainnya, maka varia-
bel jumlah SIUP merupakan variabel yang 
paling berpengaruh terhadap penerimaan 
pajak reklame.

Secara parsial, jumlah SIUP berpenga-
ruh positif signifikan. Penjelasan yang dapat 
digunakan untuk mendukung penelitian ini 
adalah karena jumlah pembuatan Surat Ijin 
Usaha Perdagangan (SIUP) yang diperoleh 

suatu daerah mencerminkan banyaknya 
kegiatan usaha baik di bidang perdagan-
gan maupun jasa yang didirikan di daerah 
tersebut, seperti pertokoan, rumah makan, 
industri, dan lain-lain. Semakin banyaknya 
kegiatan usaha yang didirikan, maka ter-
dapat peningkatan bagi para pendiri usaha 
untuk menggunakan jasa reklame dalam 
mempromosikan barang produksinya, yang 
pada selanjutnya akan meningkatkan pene-
rimaan pajak reklame. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan hipotesis yang menyatakan 
bahwa jumlah pembuatan SIUP berpenga-
ruh positif signifikan, dan merupakan va-
riabel yang paling berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak reklame.

Variabel yang Memiliki Pengaruh Pa-
ling Besar terhadap Penerimaan Pajak Rek-
lame di Kabupaten Purbalingga

Dari keempat variabel bebas yaitu 
jumlah penduduk, pendapatan perkapita, 
inflasi dan jumlah SIUP yang memiliki pen-
garuh paling besar terhadap penerimaan 
pajak reklame di Kabupaten Purbalingga 
adalah jumlah SIUP. Nilai koefisien beta 
dari variabel jumlah SIUP merupakan koefi-
sien beta yang terbesar dibandingkan koefi-
sien beta variabel lainnya, yaitu 1,744.

Pembuatan SIUP di Kabupaten Pur-
balingga yang tumbuh dengan pesat san-
gat mempengaruhi kegiatan perekonomian 
yang ada di Purbalingga. Usaha-usaha per-
dagangan dan industri tumbuh pesat pula 
di Purbalingga, hal ini akan mendorong 
para pelaku usaha untuk menggunakan jasa 
reklame untuk mempromosikan hasil pro-
duksi mereka baik barang maupun jasa.

Pendirian Kantor Pelayan Perijinan 
Terpadu (KPPT) atau one stop service di 
Purbalingga memberikan kemudahan ter-
hadap para pelaku usaha untuk melakukan 
pembuatan SIUP, serta iklim pro investasi 
yang dicanangkan Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Purbalingga sangat berpengaruh 
postif terhadap pembuatan jumlah SIUP di 
Kabupaten Purbalingga.

SIMPULAN

Jumlah penduduk, pendapatan per-
kapita, inflasi, dan jumlah Surat Ijin Usaha 
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Perdagangan (SIUP) secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap peneri-
maan pajak reklame Kabupaten Purbaling-
ga periode tahun 1995-2010. 

Secara parsial, variabel jumlah pen-
duduk mempunyai positif tidak signifikan 
terhadap penerimaan pajak reklame di Ka-
bupaten Purbalingga. Penduduk sebagai 
konsumen barang dan jasa tentu saja mem-
butuhkan informasi mengenai produk atau 
komoditi barang dan jasa, oleh karena itu 
produsen sebagai penyedia barang dan jasa 
akan memberikan informasi sejelas mung-
kin mengenai barang dan jasa yang mereka 
tawarkan kepada penduduk sebagai konsu-
men. Semakin banyak jumlah penduduk di 
suatu daerah semakin banyak pula promosi 
yang dilakukan oleh produsen. Karena salah 
satu media promosi yang cukup efektif saat 
ini adalah reklame, maka semakin banyak 
pula reklame yang digunakan sebagai infor-
masi sekaligus promosi kepada masyarakat 
yang akan meningkatkan penerimaan pajak 
reklame bagi Pemerintah Daerah Kabupa-
ten Purbalingga.

Variabel pendapatan perkapita mem-
punyai pengaruh positif signifikan terhadap 
penerimaan pajak reklame di Kabupaten 
Purbalingga. Tingginya pendapatan per-
kapita masyarakat akan mengakibatkan 
mobilitas masyarakat tinggi, mobilitas ma-
syarakat yang tinggi mengakibatkan potesi 
masyarakat untuk melihat reklame sebagai 
media informasi dan promosi terhadap ba-
rang yang ditawarkan oleh produsen juga 
tinggi. Potensi ini dilihat produsen sebagai 
suatu peluang untuk meningkatkan pema-
saran produknya salah satunya dengan me-
masang reklame. Hal ini secara otomatis 
akan meningkatkan penerimaan pajak rek-
lame.

Variabel inflasi mempunyai pengaruh 
negatif signifikan terhadap penerimaan pa-
jak reklame di Kabupaten Purbalingga. In-
flasi yang tidak stabil di Kabupaten Purba-
lingga sangat berpengaruh negatif terhadap 
penerimaan pajak reklame, sehingga men-
jaga kestabilan inflasi sangat penting karena 
berakibat kepada harga barang-barang po-
kok secara umum. Usaha pemenuhan kebu-
tuhan produksi barang dan jasa bagi masya-

rakat sebagai salah satu upaya menstabilkan 
laju inflasi.

Variabel jumlah SIUP mempunyai 
pengaruh positif signifikan dan merupakan 
variabel yang memiliki pengaruh paling 
besar terhdapa penerimaan pajak reklame 
Kabupaten Purbalingga. Jumlah SIUP men-
cerminkan pertumbuhan kegiatan usaha 
ekonomi di Purbalingga, semakin tinggi 
pertumbuhan kegiatan ekonomi maka akan 
semakin banyak pengusaha atau investor 
menggunakan jasa reklame, sebagai salah 
satu strategi untuk mempromosikan kegia-
tan usaha mereka.

Dengan diketahuinya, jumlah SIUP 
sebagai variabel paling berpengaruh bagi 
penerimaan pajak reklame, maka sebaiknya 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) 
Purbalingga melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi dengan baik, meminimilasir praktek 
percaloan, pungli serta uang tips. Dari ha-
sil wawancara dengan narasumber pelaku 
usaha, terungkap adanya ketidaksesuaian 
biaya antara yang tercantum dalam persya-
ratan administrasi/kuitansi dengan jumlah 
yang harus dibayarkan. Selain itu sebaik-
nya pelaku usaha melaporkan kepada pihak 
yang berwajib atau setidaknya memperta-
nyakan lebih jauh atas tindak pungutan liar 
tersebut kepada pihak KPPT.

Pemerintah Kabupaten Purbaling-
ga bersama-sama dengan DPPKAD (Dinas 
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan 
Aset Daerah) menyikapi permasalahan me-
ningkatnya jumlah objek reklame di Ka-
bupaten Purbalingga, namun kontribusi 
penerimaan pajak reklame terhadap pajak 
daerah merupakan yang terkecil dibanding-
kan pajak lainnya, maka perlu adanya peny-
esuaian kenaikan nilai sewa terhadap nilai 
sewa kabupaten daerah lainnya untuk jenis 
reklame tertentu, selain itu juga bertindak 
tegas terkait tindakan pemasangan rekla-
me-reklame liar yang merugikan pemerin-
tah daerah. 
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